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BUDI SANTOSA, S.T., M.Eng., M.Eng. 
Pembina Tingkat I, IV/b 

Nama SOP Permohonan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional 
(DTSEN) 

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 

5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. 

6. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan 

Ekonomi Nasional. 

7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.6 Tahun 2020 tentang Satu Data Kabupaten Sleman. 

8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Dinas. 

1. Pendidikan: Minimal D3 (Bidang Teknologi Informasi, Statistika, Sistem Informasi, atau 
bidang lain yang relevan). 

2. Pengetahuan: Bidang Pelayanan Publik, Kearsipan, Teknologi Informasi, Satu Data 
Indonesia (SDI), Pelindungan Data Pribadi (PDP), serta pedoman berbagipakai DTSEN. 

3. Diklat: Pelatihan pengelolaan data, keamanan informasi, atau pelayanan publik. 

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan dan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) 

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Naskah Dinas Masuk 
1. Komputer dan peralatan pendukung. 
2. Alat Tulis Kantor (ATK). 

3. Jaringan internet. 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

Jika SOP Permohonan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ini tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka 
akan terjadi:  

1. Permohonan DTSEN berisiko ditolak oleh Bappenas. 
2. Kebutuhan ketersediaan data DTSEN di tingkat daerah tidak terpenuhi tepat waktu.  
3. Dokumen surat permohonan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Surat penetapan kelembagaan pelaksana 

pengelolaan dan pemanfaatan DTSEN, BAST tidak terdokumentasi. 
Solusi :  
Memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian kewenangan telah diverifikasi secara berlapis sebelum diajukan ke 
Bappenas, mematuhi batas waktu pada setiap tahapan, serta melakukan pengarsipan seluruh naskah dinas secara tertib. 

1. Register Permohonan DTSEN 

2. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) 

3. Surat penetapan kelembagaan pelaksana pengelolaan dan pemanfaatan DTSEN 

4. Cheklist verifikasi 

5. Berita Acara Serah Terima DTSEN 
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